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BAB 1

PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK

Manajemen publik merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran
penting dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan institusi publik.
Fokus utama dari manajemen publik adalah memastikan pelayanan publik
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun,
definisi manajemen publik tidaklah tunggal karena mencerminkan
berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Untuk memahami disiplin ini
secara komprehensif, diperlukan pengintegrasian berbagai pandangan
yang relevan. Bab ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh
tentang manajemen publik dengan menyelaraskan perspektif yang ada,
secara komprehensif.

A. DEFINISI MANAJEMEN PUBLIK
1. Definisi Manajemen Publik: Perspektif yang Terpadu

Manajemen publik dapat dipahami sebagai seni dan ilmu yang
berfokus pada pengelolaan sumber daya publik demi mencapai tujuan
pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini melibatkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta inovasi untuk
menjawab tantangan modern. Dalam pandangan yang lebih luas,
manajemen publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi
juga dengan penciptaan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Menurut Denhardt & Denhardt (2015), manajemen publik adalah
tentang melayani warga negara, bukan sekadar mengendalikan mereka.
Mereka menekankan pentingnya kolaborasi, tujuan bersama, dan
pemberdayaan komunitas dalam tata kelola publik. Pandangan ini
menunjukkan perubahan paradigma dari model birokrasi tradisional yang
hierarkis menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Manajemen publik
harus berfokus pada kepentingan publik dengan mengutamakan
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BAB 2
TEORI DAN PARADIGMA

MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Manajemen publik membahas bagaimana organisasi sektor publik
dikelola untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan pelayanan yang optimal
bagi masyarakat. Pada bab 2 ini, akan dibahas mengenai teori dan
paradigma manajemen publik yang mencakup teori klasik dalam
manajemen publik, teori neoklasik dalam manajemen publik, pendekatan
manajemen publik baru (new public management), good governance
sebagai paradigma baru, prinsip-prinsip manajemen publik modern, dan
perubahan paradigma dari birokrasi ke pelayanan publik.

B. TEORI KLASIK DALAM MANAIJEMEN PUBLIK

Teori klasik dalam manajemen publik merupakan salah satu
pendekatan awal dalam ilmu administrasi yang berkembang pada akhir
abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini menekankan efisiensi,
pembagian kerja, hierarki, serta struktur organisasi yang sistematis. Fokus
utama teori klasik adalah bagaimana organisasi dapat dikelola secara
efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan birokrasi,
(Febriandiela & Adnan, 2023). Teori klasik dalam manajemen publik juga
memberikan landasan bagi pengelolaan administrasi yang lebih terstruktur
dan efisien. Dengan tokoh-tokoh seperti Taylor, Fayol, dan Weber, teori ini
membantu menciptakan standar birokrasi dan sistem administrasi yang
masih digunakan hingga saat ini. Namun, dengan perkembangan zaman,
teori ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih fleksibel agar
dapat memenuhi tuntutan administrasi publik modern yang lebih dinamis
dan berorientasi pada pelayanan publik, (Febriandiela & Adnan, 2023).
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BAB 3

TEORI KLASIK
DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengembangan pendekatan yang sistematis, rasional, dan
kontekstual dalam pengelolaan sektor publik, sangat penting untuk
memahami teori dan paradigma manajemen publik. Teori memberikan
kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana organisasi publik
beroperasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sumber daya
dikelola untuk mencapai tujuan publik. Selain itu, teori berfungsi sebagai
alat analisis, yang memungkinkan akademisi dan praktisi untuk
menemukan pola, memahami apa yang menyebabkan kegagalan, dan
membangun intervensi yang lebih baik untuk tata kelola pemerintahan
(Christensen, Laegreid, & Rykkja, 2022, p. 17). Paradigma manajemen
publik adalah kerangka pemikiran dominan yang memengaruhi cara
organisasi diatur, kebijakan dibuat, dan layanan publik diberikan. Jika tidak,
manajemen publik mungkin menjadi praktik ad-hoc, tidak terarah, sulit
dievaluasi, dan reaktif terhadap perubahan. Nilai, fokus, dan metode yang
berubah dalam praktik manajemen publik ditunjukkan oleh pergeseran
dari paradigma administrasi publik konvensional ke New Public
Management (NPM), dan kemudian ke Good Governance dan New Public
Service. Paradigma ini tidak hanya mengubah struktur dan pendekatan
kelembagaan, tetapi juga mendefinisikan kembali peran pemerintah dan
hubungan antara negara dan warganya. Dengan memahami teori dan
paradigma secara menyeluruh, manajer publik dapat memahami dinamika
di dalam organisasi dan merespons tantangan di luar. Hal ini penting
mengingat masalah publik yang semakin kompleks, kekurangan sumber
daya, dan tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu,
inovasi kebijakan dan manajemen yang lebih inklusif dan berbasis nilai
publik dapat dicapai melalui pemahaman tentang pergeseran paradigma
dan keragaman teori (Bovaird & Loffler, 2021, p. 24). Oleh karena itu,
memahami teori dan paradigma merupakan kebutuhan praktis untuk
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BAB 4
PERENCANAAN STRATEGIS

DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN
Manajemen publik berbeda dari manajemen swasta dalam beberapa

hal utama. Organisasi publik biasanya memiliki tujuan yang lebih luas

daripada organisasi swasta, dan mereka seringkali tunduk pada
pengawasan politik yang lebih besar. Selain itu, organisasi publik seringkali
diharapkan untuk memberikan layanan kepada semua anggota
masyarakat, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar.

Manajemen publik dan perencanaan strategis memiliki keterkaitan
yang sangat erat antara lain:

1. Perencanaan Strategis sebagai Alat Manajemen Publik: Perencanaan
strategis sebagai alat penting bagi organisasi sektor publik untuk
mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen publik,
perencanaan strategis membantu pemerintah dan lembaga publik
untuk: a. Menentukan arah kebijakan publik; b. Mengalokasikan
sumber daya secara efektif dan efisien; c. Meningkatkan kinerja
pelayanan publik; d. Meningkatkan akuntabilitas publik; e.
Melaksanakan; dan f. Mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif
& efisien.

2. Fokus pada Kepentingan Publik: Manajemen publik berfokus pada
pelayanan kepentingan publik. Perencanaan strategis dalam sektor
publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi
publik/masyarakat. Proses perencanaan strategis harus melibatkan
partisipasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program
yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi: Manajemen publik menekankan
akuntabilitas dan transparansi. Perencanaan strategis membantu
organisasi sektor publik untuk menetapkan tujuan yang terukur dan
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BAB 5

ORGANISASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Bab IV organisasi publik, uraian yang sangat padat. Penulis berharap
dapat memberikan pemahaman kepada pembaca berkaitan dengan
konsep organisasi publik tentang definisi dari beberapa ahli, perbedaan
organisasi publik dengan private, karakteristik organisasi publik,
manajemen dan tata Kelola organisasi publik, fungsi dan peran organisasi
publik, hubungan organisasi publik dengan pemangku kepentingan lainnya.
Bab ini disertai pula dengan evaluasi berupa tugas essay yang bersifat
konstektual.

B. KONSEP ORGANISASI PUBLIK

Organisasi publik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat. Keberadaannya
berakar dari kebutuhan suatu negara atau komunitas untuk mengatur
sumber daya, menegakkan hukum, serta menyediakan layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan.

Konsep organisasi publik berkembang seiring dengan perubahan sosial,
ekonomi, dan politik. Pada awalnya, organisasi publik didominasi oleh
sistem birokrasi tradisional sebagaimana yang dikemukakan oleh Max
Weber, yang menekankan hierarki, aturan formal, serta pembagian kerja
yang jelas. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini mengalami
transformasi dengan munculnya pendekatan New Public Management
(NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil,
serupa dengan praktik manajemen di sektor swasta. Selain itu,
paradigma Good Governance dan New Public Service (NPS)semakin
menegaskan bahwa organisasi publik tidak hanya berfokus pada
administrasi yang efisien, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat,
transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya tuntutan
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BAB 6

KEPEMIMPINAN DALAM
MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI PUBLIK

Kepemimpinan dalam organisasi publik merupakan aspek
fundamental yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan
publik, tata kelola pemerintahan, serta pencapaian tujuan institusional.
Berbeda dari organisasi privat yang berorientasi pada laba, organisasi
publik memiliki misi pelayanan yang menuntut integritas, transparansi,
dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin dalam
sektor publik tidak hanya dituntut memiliki kapasitas manajerial, tetapi
juga sensitif terhadap dinamika sosial, politik, dan birokrasi yang kompleks
(Van Wart, 2013). Oleh karena itu, kepemimpinan publik melibatkan
kemampuan untuk mengarahkan organisasi secara kolektif, memediasi
kepentingan berbagai pemangku kepentingan, serta menciptakan inovasi
dalam kebijakan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Boin dan ‘t Hart (2003), kepemimpinan dalam organisasi
publik juga berkaitan erat dengan kemampuan menangani krisis,
membangun kepercayaan publik, serta mengartikulasikan visi bersama.
Pemimpin publik yang efektif biasanya mampu mempengaruhi perubahan
struktural dan budaya organisasi dengan mengandalkan legitimasi yang
berasal dari kepercayaan masyarakat dan keberhasilan dalam
menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kepemimpinan di sektor
publik juga sangat dipengaruhi oleh regulasi dan norma-norma
institusional yang membatasi ruang gerak pemimpin dalam pengambilan
keputusan, yang membuatnya berbeda secara signifikan dengan
kepemimpinan di sektor swasta (Fernandez & Rainey, 2006).

Dalam tata kelola modern, konsep kepemimpinan publik telah
mengalami pergeseran dari pendekatan hierarkis menuju model yang
lebih kolaboratif dan partisipatif. Pemimpin publik masa kini diharapkan
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BAB 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Salah satu peran sentral seorang pemimpin yang sangat menentukan
pengembangan organisasi ada pada konteks pengambilan keputusan
apalagi di era digitalisasi dan arus kecerdasan buatan (Al) saat ini karena
pengambilan keputusan yang baik sangat menentukan akan dibawa ke
mana organisasi ke depannya. Hal ini selaras dengan apa vyang
dikemukakan Herbert Simon (2002), sebagai salah pakar Teori
Administrasi dan Pemenang Nobel Teori Pengambilan Keputusan yang
menyatakan bahwa: “Kewajiban memutuskan dalam suatu organisasi
administratif sama jauhnya seperti yang dilakukan kewajiban” bertindak”.
Sebenarnya kewajiban memutuskan terikat secara integral dengan
kewajiban bertindak dan suatu teori umum mengenai administrasi harus
mencakup prinsip-prinsip organisasi yang menjamin diambilnya keputusan
yang benar dan mencakup prinsip-prinsip yang akan menjamin
dilakukannya tindakan yang efektif”. Weber (1999), juga memberikan
perhatian pada pengambilan keputusan dari segi kehadirannya bahwa
tanpa adanya teori pengambilan keputusan administratif, maka kita tidak
akan mengerti apalagi meramalkan tindakan-tindakan manajemen
sehingga kita tidak dapat mengefektifkan manajemen.

Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap “masalah”
yang berarti terjadi penyimpangan antara keadaan dewasa ini dan
keadaan yang diinginkan sehingga mengharuskan pemikiran mengenai
tindakan alternatif yang harus diambil. Pada tahun 1950, pertama kalinya
Herbert A. Simon memakai istilah pengambilan keputusan dalam bukunya
yang berjudul Administrative Behavior yang sebelumnya diterbitkan di
tahun 1947. Setelah dikemukakan oleh Simon, maka penggunaan istilah
pengambilan keputusan mulai populer dan digunakan di seluruh dunia.
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BAB 8
PENGELOLAAN SUMBER

DAYA MANUSIA PUBLIK

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di sektor publik memiliki
peran vital dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan
efisien. Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), yang mencerminkan
ketidakpastian dan perubahan cepat dalam lingkungan sektor publik.
Tantangan ini semakin meningkat pasca-pandemi COVID-19, vyang
memaksa sektor publik beradaptasi dengan cara kerja dan penyampaian
layanan yang baru. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, seperti
penggunaan aplikasi digital, big data, dan kecerdasan buatan (Al), semakin
mempengaruhi cara pemerintah melayani masyarakat. Perubahan sosial
dan politik juga turut memperburuk tantangan ini, memaksa sektor publik
untuk siap menghadapi krisis dan perubahan kebijakan.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif, efisien, dan
responsif semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik
yang cepat, tanpa hambatan, dan berbasis teknologi terkini. Untuk
memenuhi harapan ini, sektor publik bergantung pada kapasitas SDM
yang ada. SDM yang mampu beradaptasi, mengelola kompleksitas, dan
memberikan solusi yang tepat waktu sangat penting. Oleh karena itu,
sektor publik harus memaksimalkan potensi SDM melalui rekrutmen yang
tepat dan pelatihan yang relevan untuk mendukung perubahan teknologi
dan kebijakan yang terus berkembang.

A. DEFINISI DAN KONSEP MANAJEMEN SDM PUBLIK

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sektor publik mencakup
seluruh aspek pengelolaan tenaga kerja di organisasi pemerintahan, mulai
dari rekrutmen, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Ivancevich (1990)
dalam bukunya Human Resource Management menjelaskan bahwa HRM
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BAB 9

PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Publik atau Public Financial Management
merupakan pondasi esensial yang menopang seluruh arsitektur tata kelola
pemerintahan modern. la dapat didefinisikan sebagai sistem vyang
komprehensif, mencakup seluruh siklus penggunaan sumber daya publik—
mulai dari penghimpunan pendapatan, perencanaan dan pengalokasian
anggaran, pelaksanaan belanja, hingga akuntansi, pelaporan, dan audit.
Jauh melampaui sekadar fungsi pembukuan atau perbendaharaan,
Pengelolaan Keuangan Publik adalah mekanisme penting untuk
mewujudkan kebijakan politik dalam alokasi anggaran yang nyata, dan
janji pelayanan publik diwujudkan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh
warga negara. Dalam esensinya, pengelolaan keuangan publik adalah
tentang bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat secara
bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan. Kualitas sistem pengelolaan keuangan publik suatu negara
secara langsung menentukan kapasitas pemerintah dalam menjaga
stabilitas makroekonomi, memberikan layanan dasar seperti pendidikan
dan kesehatan, membangun infrastruktur, serta pada akhirnya,
memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari publik yang
dilayaninya.

Pentingnya pengelolaan keuangan publik yang solid dapat ditinjau dari
tiga aspek utama. Pertama, dimensi stabilitas makroekonomi. Pengelolaan
keuangan publik yang disiplin adalah prasyarat untuk keberlanjutan fiskal.
Kapasitas pemerintah untuk menyusun anggaran yang kredibel,
mengendalikan defisit, dan mengelola utang secara bijaksana (prudent
debt management) berdampak langsung pada stabilitas harga, nilai tukar,
dan suku bunga. Ketidakteraturan dalam manajemen fiskal dapat memicu
krisis ekonomi, menekan daya beli masyarakat, dan menciptakan
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BAB 10

BUKU STRATEGI
DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam tata kelola
pemerintahan yang baik. la berperan sebagai pedoman dalam
merumuskan tindakan-tindakan strategis untuk mengatasi berbagai
persoalan publik yang kompleks dan dinamis. Dalam era modern yang
ditandai oleh percepatan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi,
pemerintah dituntut untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih
cepat, tepat, dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
kebijakan publik tidak hanya penting bagi para birokrat dan politisi, tetapi
juga bagi akademisi, mahasiswa, dan seluruh warga negara yang ingin
turut serta membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan
akuntabel.

Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami
dinamika kebijakan publik dari berbagai aspek. Dimulai dari definisi dasar
dan karakteristik kebijakan publik, pembaca diajak untuk memahami
proses siklus kebijakan yang mencakup tahapan identifikasi masalah,
formulasi, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahapan
tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk satu
proses yang berkesinambungan dan dinamis. Pemahaman terhadap siklus
ini menjadi kunci untuk menilai efektivitas suatu kebijakan dalam
menjawab permasalahan publik. Selanjutnya, buku ini juga mengulas
secara mendalam peran stakeholder dalam proses kebijakan. Keterlibatan
berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor
swasta, hingga media massa menjadi penting dalam membentuk kebijakan
yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi para pemangku kepentingan
tidak hanya memberikan legitimasi pada proses kebijakan, tetapi juga
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BAB 11

AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang konsep akuntabilitas, jenis-jenis
akuntabilitas, instrument akuntabilitas, akuntabilitas vertikal dan
horizontal, peran akuntabilitas dalam good governance serta hubungan
akuntabilitas dengan kinerja. Materi dalam bab ini menjadi menarik dan
perlu dipelajari mengingat konsep akuntabilitas belum banyak dipahami
terutama dalam implementasinya yang belum sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan good governance. Masih banyak penyimpangan
dalam pelayanan publik, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan
nepotisme, disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas.

Masih rendahnya akuntabilitas antara lain ditunjukkan dengan masih
tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang ditandai dengan rendahnya
indeks persepsi korupsi dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asia.
Indeks persepsi korupsi (IPK) diukur dari O sampai 100 di antara 180
Negara di dunia, semakin tinggi skor maka Negara tersebut semakin bersih
dari perilaku korupsi. Berdasarkan data Transparency International
Indonesia (transparansi.id, 2024), IPK Indonesia berada jauh di bawah
Singapura, Malaysia, bahkan disbanding dengan Timor Leste. IPK
Singapura berada di angka 83 pada tahun 2023. Berikutnya Malaysia
dengan skor 50, Timor Leste dengan skor 43, Vietham dengan skor 41,
Thailand dengan skor 35, sedangkan Indonesia dengan skor 34. Angka
tersebut stagnan selama tahun 2022, 2023, dan 2024. Kondisi tersebut
menunjukkan  masih  rendahnya komitmen untuk menegakkan
akuntabilitas publik di Indonesia.

Dengan memahami konsep akuntabilitas ini, aparatur negara dan
masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi serta mencegah tindakan
yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, memahami konsep
akuntabilitas sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih,
transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penerapan
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BAB 11

TRANSPARANSI DALAM
MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP TRANSPARANSI

Definisi transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dan atau
lembaga publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait
proses, kebijakan, dan penggunaan sumber daya. Transparansi sendiri
merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) sebagaimana ditegaskan oleh (World Bank, 1992)
yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam
pengambilan keputusan, akses  terhadap informasi, serta
pertanggungjawaban atas tindakan publik. Dalam pandangan
(Rosenbloom, 1989), transparansi erat kaitannya dengan prinsip public
accountability di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan
tindakan yang dilakukan secara terbuka kepada publik. Lebih jauh lagi,
transparansi bukan sekadar akses terhadap informasi, tetapi juga
menyangkut pemahaman masyarakat terhadap sebuah proses
pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Konsep ini juga
mencerminkan perubahan paradigma dari government menjadi
governance, di mana menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai
objek layanan, tetapi sebagai aktor penting dalam siklus kebijakan (Boyte,
2005; Gedeona, 2010; Mahomed Karodia, 2014). Fungsi transparansi di
sini adalah memperkuat partisipasi publik dengan menyediakan data dan
informasi yang relevan dan dapat diverifikasi.

Dalam konteks demokrasi modern, transparansi dipandang sebagai
instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Fukuyama, 2013) menegaskan bahwa transparansi dalam institusi publik
sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa transparansi,
masyarakat cenderung merasa curiga dan tidak percaya terhadap kinerja
pemerintah. Kepercayaan yang lemah ini pada akhirnya dapat
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BAB 13

KOLABORASI DAN KEMITRAAN
DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep manajemen publik modern, kolaborasi antar sektor
telah menjadi pilar fundamental dalam tata Kelola pemerintahan yang
harus diimplementasikan oleh berbagai level pemerintahan untuk
meningkatkan legitimasi kebijakan. Perubahan ini didorong karena
berbagai tuntutan seperti pentingnya keterlibatan masyarakat agar suara
mereka didengar untuk mengatasi masalah publik. Masyarakatlah yang
mengerti berbagai masalah yang dihadapi mereka, dan untuk mengatasi
masalah tersebut, penting adanya keterlibatan masyarakat untuk
mengatasi berbagai Isu seperti pembangunan berkelanjutan, pelayanan
publik seperti kesehatan, perbaikan jalan, dan pengentasan kemiskinan.

Kolaborasi dalam manajemen publik merujuk pada proses di mana
aktor-aktor dari berbagai sektor — pemerintah (pusat, daerah, desa),
swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan individu — bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi, setiap stakeholders
dapat berbagi informasi, sumber daya, keahlian, dan tanggung jawab.
Sementara itu, kemitraan dapat dipahami sebagai bentuk formal dari
kolaborasi. Bentuk formal dari kolaborasi yang pasti terdapat perjanjian
yang disepakati bersama untuk memfasilitasi kerja sama jangka Panjang
(Collins et al., 2024; Zhang, 2024) .

Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini dapat memberikan berbagai
keuntungan. Pertama, memungkinkan optimalisasi sumber daya dengan
menyatukan aset dari berbagai stakeholders. Kedua, dapat mendorong
inovasi melalui pertukaran berbagai ide dan perspektif, sehingga dapat
menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan relevan. Ketiga, mereka
meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, meningkatkan
akuntabilitas, dan kepuasan publik, karena melibatkan lebih stakeholders
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BAB 14

MANAJEMEN RESIKO SEKTOR PUBLIK

A. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya untuk
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko
yang mungkin terjadi dalam suatu operasi atau organisasi dikenal sebagai
manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk
mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang dapat
menguntungkan.

Dimensi manajemen publik dalam administrasi publik banyak
mengartikan bahwa terjadinya proses sistematis yang dilakukan oleh
pemerintah atau organisasi publik untuk mengidentifikasi, menganalisis,
dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi layanan publik,
kebijakan, dan program yang dijalankan. Kebijakan yang tidak efektif,
penyalahgunaan anggaran, kegagalan proyek, dan ketidakpastian ekonomi
dan politik adalah beberapa sumber risiko dalam sektor publik.

Manajemen Risiko dalam Manajemen Publik merupakan upaya
meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memastikan bahwa
kebijakan vyang diterapkan berjalan lancar tanpa masalah besar.
Manajemen risiko juga merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan
anggaran dengan menurunkan risiko korupsi dan kebocoran serta melalui
mekanisme pengawasan vyang lebih baik. Manajemen risiko juga
meningkatkan kepercayaan publik dengan memberi orang keyakinan
bahwa organisasi publik beroperasi secara transparan dan akuntabel.
Sehingga organisasi publik dapat menghadapi krisis yang lebih baik dan
mempersiapkan diri untuk bencana, ketidakstabilan ekonomi, serta krisis
yang lainnya. Manajemen publik juga dapat bekerja lebih efisien dan
memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan
menerapkan manajemen risiko yang benar dan tepat.
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kompetensi dosen yang bersangkutan adalah Analisis Kebijakan Publik,
Evaluasi Program, Filsafat llmu, Formulasi Kebijakan, Pembangunan
Kelembagaan, Tata Kelola Sektor publik dan Inovasi Sektor Publik. Dosen
yang bersangkutan sekarang juga dipercaya dan mendapatkan mandat
sebagai KEPALA LABORATORIUM PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FISIP
USU SUMUT ta 2021 - 2026. Sertifikat yang diperoleh adalah Sertifikat
Kementerian Pendididkan Tinggi sebagai Asesor Kepegawaian tingkat
Universitas, Asesor Penjaminan Mutu Universitas Palangkaraya, Asesor
penjaminan mutu Universits Sumatera Utara dan sertifikat BNSP sebagai
instruktur.

Fajri Maulana
Penulis lahir di Jember pada 20 September 1990,
@ adalah seorang Dosen di Fakultas llmu Sosial dan limu
Politik, Universitas Jember. la menyelesaikan studi
sarjana pada Jurusan llmu Administrasi Negara di
kampus yang sama (2009-2016), kemudian
melanjutkan pendidikan magister di Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara,
Politeknik STIA LAN Jakarta (2021-2023). Pengalaman birokratis
sebelumnya, khususnya dalam tata kelola pembangunan desa dan daerah
tertinggal, membentuk perspektif empirik yang mewarnai aktivitas
akademiknya. Minat kajiannya mencakup administrasi  publik,
pembangunan perdesaan, governansi, dan transformasi digital dalam
pelayanan publik. Sebagai akademisi, ia berupaya menjembatani teori dan
praktik guna memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan
pembangunan yang berkelanjutan. Baginya, menulis merupakan bagian
dari pengabdian akademik yang tidak berhenti pada ruang kelas,
melainkan turut hadir dalam ruang-ruang publik sebagai kontribusi
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intelektual yang membumi. la dapat dihubungi melalui e-mail:
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MANAJEMEN
PUBLIK

Manajemen publik adalah cabang iImu yang mempelajari
bagaimana organisasi sektor publik—seperti pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara—mengelola
sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara
efektif, efisien, dan akuntabel. Berbeda dengan manajemen
bisnis yang berorientasi pada profit, manajemen publik
berfokus pada kepentingan masyarakat luas serta pelayanan
yang adil dan transparan.Dalam manajemen publik, proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan kebijakan publik menjadi inti dari aktivitasnya. Hal
ini mencakup manajemen sumber daya manusia aparatur
negara, pengelolaan anggaran publik, serta pengendalian
kinerja instansi pemerintah. Prinsip-prinsip seperti
akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi
menjadi landasan penting dalam pelaksanaan manajemen
publik modern.Manajemen publik juga sangat dipengaruhi oleh
dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang di
masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner
digunakan, menggabungkan teori-teori dari ilmu politik,
administrasi, ekonomi, hingga sosiologi. Dalam praktiknya,
manajemen publik terus berkembang dengan adopsi teknologi
digital, reformasi birokrasi, serta dorongan untuk meningkatkan
pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
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